PENYELESAIAN SENGKETA WAKAF di MASJID AL – IKHSAN







A. Latar Belakang 
Perwakafan merupakan salah satu bentuk ibadah dalam agama islam, 
dipergunakan seseorang sebagai sarana penyaluran rezeki yang diberikan oleh 
Tuhan kepadanya adalah wakaf, ada tiga sumber pengetahuan yang harus dikaji 
untuk memahami lembaga itu, yaitu (1) ajaran islam yang bersumber pada al-
qur’an dan al-hadits serta ijtihad para mujahid, (2) peraturan perundang –
undangan, baik yang dikeluarkan pemerintah belanda dahulu maupun yang 
dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, dan (3) wakaf yang tumbuh dari 
mayarakat. 
Kendati didalam al–quran tidak disebutan soal wakaf seperti halnya dengan 
zakat, tetapi dari beberapa ayat al-quran, waqaf diatur secara eksplisit dalam al – 
qur’an pada surah ali imron ayat 92, para ahli menyimpulkan bahwa Allah 
menghendaki adanya lembaga wakaf. Sunnah nabi muhammad yang terdapat 
dalam al-Kutub as sittah yaitu enam hadits yang disusun oleh bukhari, muslim, 
ibnu majah, abu dawud, at-tirmidzi dan an-nasa’i, juga tidak menyebutkan perkara 
wakaf. Perinciannya dijelaskan oleh para mujtahid dalam kitab hukum (Fiqh) 
berbagai madzab.1 
Hal ini sebagaimana yang di firmankan Allah SWT dalam surat Ali Imron 
ayat 92 yang artinya adalah :  
                                                            
1Mohammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam: Zakat Dan Wakaf, cetakan 1, hal 77. 
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“kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan (yang sempurna), sebelum 
kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu 
nafkahkan  Maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”2 
Ayat Al – Qur’an di atas sering digunakan oleh para ahli hukum sebagai dalil 
rujukan wakaf. Selain ayat Al-Qur’an tersebut, juga ada hadits Nabi SAW yang 
menjadi dasar wakaf yang artinya : 
“Dari Ibnu Umar r.a. berkata, bahwa sahabat Umar r.a. memperoleh sebidang 
tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah SAW untuk memohon 
petunjuk. Umar berkata: Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di 
khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang 
engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah bersabda : bila engkau suka kau tahan 
(pokoknya) tanah itu, dan engkau sodaqohkan (hasilnya). Kemudian Umar 
melakukan shodaqoh, tidak dijual, tidak diwarisi, dan tidak pula dihibahkan. 
Berkata Ibnu umar “umar menyedekahkannya kepada fakir miskin, kaum kerabat, 
budak belian, sabililah, ibnu sabil, dan tamu. Dan tidak mengapa bagi yang 
menguasai tanah waqaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara yang 
baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud 
menumpuk harta.
3 
Sejalan dengan perkembangan wakaf, perwakafan dianggap sebagai sebuah 
ibadah yang pengaturannya bukan hanya mengacu pada ijtihad para ulama’, tetapi 
kemudian pengaturan tentang wakaf berkembang mengikuti perkembangan yang 
ada. Perwakafan di negara Indonesia sendiri selain bersumber kepada hukum 
                                                            
2 Q.S. Al-Imron : 92 
3 HR Al - Bukhari 
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Agama Islam, juga bersumber kepada hukum positif dimana sumber hukum itu 
merupakan hasil dari pemikiran para ahli hukum di Indonesia.4 
Perkembangan tentang perwakafan ini mulai bisa dilihat dari perkembangan 
unsur-unsur yang menopang perwakafan itu sendiri. Salah satu unsur penting 
dalam perwakafan adalah nadzir atau orang yang diserahi harta benda wakaf 
untuk dikelola dan didayagunakan sesuai dengan peruntukannya.5 
Proses perwakafan itu sendiri erat kaitaannya dengan Kantor Urusan Agama, 
karena disinilah ikrar wakaf oleh wakif, pengesahan nadzir oleh Pegawai Pencatat 
Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), serta pembuatan Akta Ikrar Wakaf oleh PPAIW 
dilakukan, dalam hal ini yang bertindak sebagai Pegawai Pencatat Akta Ikrar 
Wakaf adalah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA). 
Aturan pendaftaran nadzir sebelum lahirnya Undang – Undang Nomor: 41 
Tahun 2004 (UU No 41 Tahun 2004) Tentang Wakaf didaftarkan di Kantor 
Urusan Agama, sebagaimana pada pasal 6 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor : 
28 tahun 1977 (PP No.28 Tahun 1977) Tentang Perwakafan Tanah Milik 
menyatakan “Nadzir dimaksud dalam ayat 1 dan 2 harus didaftarkan kepada 
Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk mendapat pengesahan”6 dan 
Pasal 219 Ayat 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku III Tentang Perwakafan 
“Nadzir dimaksud dalam ayat 1 dan 2 harus didaftar kepada Kantor Urusan 
Agama Kecamatan setempat setelah mendengar saran dari Camat dan Majlis 
Ulama’Kecamatan untuk mendapat pengesahan”,7 dalam perkembangannya 
                                                            
4Abdul Halim. 2005. Hukum Perwakafan di Indonesia. Jakarta. Ciputat Press. Hal. 80. 
5Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor:41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. 
6 Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik. 
7Departemen Agama RI. 1998. Tanya Jawab Kompilasi Hukum Islam. Hal. 147.  
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seorang nadzir-pun harus merupakan orang-orang pilihan yang mampu mengelola 
harta benda wakaf secara produktif, melihat pada fakta yang ada, telah banyak 
harta benda wakaf secara produktif, melihat pada fakta yang ada, telah banyak 
harta benda wakaf yang tidak terkelola dengan baik dikarenakan nadzir yang 
mengelola harta benda wakaf itu tidak professional.8 
Pasca lahirnya Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, 
nadzir harus didaftarkan kepada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia, hal ini 
mengacu kepada Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 2004 
Tentang Wakaf “Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 
13, nadzir harus terdaftar pada Menteri dan Badan Wakaf  Indonesia”, dalam 
pasal 1 ayat 8 Undang – Undang Nomor : 41 tahun 2004 tentang wakaf dijelasan 
bahwa Menteri yang dimaksud adalah Menteri yang bertanggungjawab dibidang 
Agama. 
Pendaftaran nadzir kepada Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia 
(BWI), bukan hanya untuk nadzir perseorangan saja, tetapi juga berlaku bagi 
nadzir organisasi dan nadzir badan hukum, dengan lahirnya peraturan ini maka 
seyogyanya nadzir yang ada itu bukan hanya mendapat pengesahan dari Kantor 
Urusan Agama saja. Tetapi nadzir yang telah ada juga seyogyanya didaftarkan 
pada Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia untuk dibuatkan sertifikat 
pendaftaran nadzir, sebagaimana pada Pasal 4 ayat 2 dan 4 Peraturan Pemerintah 
Nomor 42 Tahun 2004 (PP No 42 Tahun 2006) tentang Pelaksanaan Undang – 
Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf “(2) Nadzir sebagaimana 
                                                            
8 Achmad Djunaedi, et al. 2005. (1) Paradigma Baru Wakaf di Indonesia. Jakarta. 




dimaksud pada ayat 1 wajib didaftarkan pada menteri dan Badan Wakaf Indonesia 
melalui Kantor Urusan Agama Setempat. (4) BWI menertibkan tanda bukti 
pendaftaran nadzir”9. 
Pendaftaran nadzir kepada Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia juga 
dimaksudkan karena Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia berkewajiban 
untuk memberikan pembinaan, dan melakukan pengawasan terhadap nadzir dalam 
mengelola dan mendayagunakan peruntukan harta benda wakaf.10 Dalam 
perkembangannya seorang nadzir itu harus memiliki kompetensi dan ide – ide 
brilian didalam mengembangkan benda wakaf itu sendiri, dengan adanya 
pendaftaran nadzir kepada Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia 
pembinaan dan pelatihan akan dapat diberikan kepada nazir – nazir yang ada, 
pembinaan yang diberikan oleh Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia 
pasca adanya pendaftaran nadzir itu bertujuan untuk menghasilan output yang 
memiliki keberanian berusaha yang disertai dengan perhitungan yang matang 
akan resiko, dan berbagai upaya untuk mengatasinya dalam pengelolaan dan 
pendayagunaan harta benda wakaf.11 
Fakta Empiris, disini penulis menggunakan sumber hasil penelitian terdahulu 
(tesis) dengan judul “Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Studi Terhadap Tanah 
Wakaf Banda Masjid Agung Semarang”12 Penulis memilih penelitian terdahulu 
ini karena adanya kesamaan judul dan latar belakang, judul, metode penelitian dan 
                                                            
9 Ibid, Hal. 59. 
10 Pasal 14 Ayat 1 dan pasal 63 Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. 
11 Jaih Mubarok. 2008. Wakaf Produktif. Bandung. Simbiosa RekatamaMedia. Hal. 172. 
12 Ismawati.2007. Penyelesaian Sengketa wakaf Studi terhadap tanah wakaf banda masjid agung 
semarang. Semarang. Tesis. Hal. 1 
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dikarenakan arahan dan / atau saran dari pembimbing satu (Dr. Fifik wiryani S.H., 
M.Si., M.Hum) dan pembimbing dua (Dr.Mochammad Nurhakim S.Ag M.Ag). 
Akar masalah dari penelitian terdahulu adalah sengketa tanah wakaf di masjid 
Agung Semarang adalah kepemilikan harta wakaf yaitu penunjukan PT.Sambirejo 
Semarang sebagai penukar tanah di daerah demak yaitu di daerah wardoyo, wono 
agung, wonokerto kecamatan sayung, desa pilangsari kecamatan karang tengah 
dan wonosoyo kecamatan sayang yang kemudian dibuatkan Sertifikat Aspal (Asli 
tapi Palsu). Akibat dari permasalahan tanah wakaf ini adalah terjadi adalah 
pendublikasiaan. Hal itu dikarenakan (Sertifikat) yang telah dimiliki oleh 
PT.Sambirejo. ada orang dalam (Kepalanya PT.Sambirejo adalah orang dalam 
BPN). 
Untuk penyelesaian sengketa wakaf tanah yang dilakukan antara BKM(Badan 
Kesejahteraan Masjid) secara kronologis yang pertama adalah dilakukan melalui 
non litigasi (Musyawarah mufakat) namun dikarenakan tidak menemui hasil maka 
melalui jalur litigasi (Pengadilan negeri) 
Kondisi yang demikian ini tentunya menjadikan masalah pengelolaan wakaf, 
menjadi suatu masalah yang sangat urgent dan sangat rentan. Munculnya 
penyimpangan pada pengelolaan wakaf akan menjadikan suatu masalah serius 
dalam dinamika kehidupan beragama di Negara Indonesia apabila penyelesaian 
atas masalah tersebut tidak dilakukan secara hati – hati dan sesuai dengan 
peraturan perundang – undangan yang berlaku. Bertitik tolak dari uraian latar 
belakang tersebut diatas, penulis berminat untuk melakukan penelitian secara 
lebih dalam mengenai masalah yang timbul dalam pengelolaan wakaf ke dalam 
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bentuk penulisan skripsi yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Wakaf Pada 
Masjid Al-Ihsan kelurahan Gadang Kecamatan Sukun kota Malang” 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dapat 
penulis buat rumusan masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana kasus sengketa wakaf masjid Al-Ihsan Kelurahan Gadang 
Kecamatan Sukun Kota Malang berdasarkan pihak yang bersengketa, obyek 
yang disengketakan, kronologi sengketa, dan akar masalah? 
2. Bagaimana penyelesaian sengketa wakaf di masjid Al-Ihsan Kelurahan 
Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang? 
3. Apa faktor penghambat dan pendorong penyelesaian sengketa wakaf masjid 
Al-Ihsan Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang? 
 
C. Tujuan 
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki 
beberapa tujuan yang ingin dicapai. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini 
adalah sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui dan menganalisa penyelesaian sengketa wakaf pada 




2. Untuk mengetahui faktor - faktor yang menyebabkan dan / atau 
mempengaruhi sengketa wakaf di Masjid Al-Ihsan Kelurahan Gadang 
Kecamatan Sukun Kota Malang 
3. Untuk mengetahui hasil putusan Peradilan Tata Usaha Negara Surabaya 
terhadap sengketa wakaf di Kota Malang pada umumnya dan di Kelurahan 
Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang pada khususnya 
 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
 Penilitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan keilmuan dalam 
bidang hukum islam, khususnya bidang perwakafan, khususnya dalam 
bidang penyelesaian sengketa perwakafan oleh Peradilan Agama dan 
faktor – faktor yang mempengaruhinya, serta berkaitan dengan status 
tanah yang tidak didaftarkan pada Badan Wakaf Indonesia. Penelitian juga 
diharapkan menjadi bahan referensi serta bahan studi lanjutan bagi 
perkembangan wakaf khususnya berkaitan dengan pelaksanaan 
penyelesaian sengketa melalui badan litigasi (peradilan Agama) maupun 
non litigasi (badan arbitrase nasional, konsiliasi atau mediasi, konsultasi, 
negosiasi) 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi Penulis 
Penelitian ini diharapkan bisa memberikan tambahan keilmuan 
dan memperkaya wawasan pada bidang perwakafan, khususnya tentang 
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penyelesaian sengketa wakaf Masjid Al – Ihsan Kelurahan Gadang 
Kecamatan Sukun Kota Malang baik melalui jalur litigasi (pengadilan 
agama) maupun non litigasi (Arbitrase, negosiasi, mediasi, atau 
penilaian para ahli), dan juga sebagai persyaratan akademis guna 
memperoleh gelar kesarjanaan strata 1 (S1) pada bidang ahwal 
syaksiyyah (syariah) dan ilmu hukum dengan konsentrasi hukum islam 
b. Bagi Masyarakat 
Penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah pengetahuan 
dan wawasan masyarakat luas tentang proses penyelesaian sengketa 
wakaf <jalur litigasi maupun non litigasi>, sehingga diharapkan 
nantinya masyarakat tidak dipusingkan dengan adanya sengketa tanah 
wakaf. Sehingga untuk kedepannya bisa meminimalisir sengketa. 
c. Bagi Pemerintah dan Lembaga Peradilan Agama 
 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih masukan 
untuk pemerintah dan lembaga penyelesaian sengketa sehingga 
diharapkan sengketa tanah wakaf dapat diminimalisir maksimal melalui 
jalur non litigasi (diluar pengadilan) terlebih dahulu yaitu dengan cara 
mempertemukan pihak yang berkepentingan sebagaimana diatur dalam 
undang – undang dan peraturan pemerintah lainnya, juga sebagai 
masukan untuk melengkapi peraturan yang dirasa kurang. Yang mana 





E. Metodologi Penelitian 
1. Jenis Pendekatan 
 Pada penelitian ini penelitian ini penulis menggunakan metode 
pendekatan yuridis sosiologis, metode penelitian ini menitik beratkan pada 
aturan hukum yang dikaitkan dengan fakta-fakta dimasyarakat13,  dalam 
hal ini aturan hukum yang digunakan penulis adalah aturan hukum yang 
berkaitan dengan penyelesaian sengketa perwakafan yaitu Undang-
Undang No 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria, 
peraturan pemerintah no 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, 
undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dan peraturan 
pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan undang undang 
nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, serta peraturan lainnya yang masih 
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang tersebut 
yaitu tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria, pendaftaran tanah, 
kebijakan nasional bidang pertanahan, serta tentang wakaf dan aturan 
pelaksanaannya 
 Berangkat dari aturan hukum yang ada, peneliti akan 
mengaitkannya dengan fakta – fakta yang ada di Masjid Al Ihsan 
Kelurahan Gadang Kota Malang 
2. Lokasi Penelitian 
 Penulis dalam penelitiannya akan mengambil lokasi penelitian 
masjid Al-Ihsan beralamat di Jln Raya Gadang No 256 Kelurahan Gadang 
                                                            




Kecamatan Sukun Kota Malang, Kantor Urusan Agama Sukun beralamat 
di Jln. Randu Jaya No.2, Bandung Rejosari, Kecamatan sukun Kota 
Malang. Badan Pertanahan Nasional Kota Malang beralamatkan di jl. 
Terusan kawi No. 10, gading kasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang, dan 
untuk melengkapi data penelitian dilakukan penelitian tambahan juga di 
kantor pengadilan tata usaha negara,  
 Lokasi ini dipilih sebagai tempat penelitian karena di Masjid Al-
Ihsan Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang terjadi sengketa, 
sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang – Undang no 41 Tahun 
2004 tentang wakaf dan peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 
Tentang pelaksanaan Undang – Undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf, 
dimana telah penulis jelaskan dalam synopsis latar belakang ditulisnya 
penelitian ini, ditambahkan pula penelitian tambahan yang akan dilakukan 
pada kantor kementrian agama Kota Malang dikarenakan pendaftaran 
Masjid Al-Ihsan tanah dilakukan, kemudian di Badan Pertanahan Nasional 
Kota Malang, Pengadilan Agama Malang dikarenakan di pengadilan 
tersebut perkara di masukkan 
3. Sumber Data 
a. Data Primer 
 Data primer merupakan data yang diperoleh oleh penulis langsung 
dari lokasi penelitian, dimana nantinya sumber ini akan dijadikan 
sumber utama dalam penulisan penelitian ini. Data primer didapat dari 
lokasi penelitian yang dilakukan mulai oktober 2016 s/d Mei 2017 di 
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Masjid Al Ihsan beralamatkan di Jln. Raya Gadang 256 Kelurahan 
Gadang, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Sukun Kota Malang, Kantor Kementrian Agama Kota 
Malang, Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. 
 Data primer dalam penulisan penelitian terkait tinjauan wakaf 
tanah (pendaftaran, pelaksanaan dan penyelesaian sengketa wakaf 
tanah) meliputi: 
1) Data tertulis di KUA Kelurahan Gadang Kota Malang dan Kantor 
Kementrian Agama Kota Malang 
2) Data Tertulis pihak-pihak pengurus di Masjid Al Ihsan terkait 
kepengurusan masjid mulai dari awal berdiri 
3) Hasil wawancara dengan Pihak – Pihak terkait sengketa tanah 
dengan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya 
b. Data Sekunder 
 Data sekunder yang dimaksudkan disini adalah data – data yang 
diperlukan guna menunjang penelitian ini, berupa buku – buku, tesis, 
kamus, Koran, media elektronik, majalah, juga internet, studi 
kepustakaan, perundang - undangan, pendapat para ahli hukum dan 
lain-lain, yang mana berkenan dengan penyelesaian sengketa wakaf 
tanah / masjid 
4. Metode Pengumpulan Data 
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 Secara umum, metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah 
untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.14 Untuk 
menjawab rumusan masalah yang ada diatas dalam hal ini penulis 
memerlukan metode untuk mendapatkan data – data yang diingini oleh 
penulis. 
a. Wawancara 
 Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar 
informasi dan ide melalui Tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan 
maknanya dalam suatu topic tertentu.15 
Teknik wawancara digunakan dalam mengadakan komunikasi 
dengan pihak – pihak untuk mencari berbagai informasi yang terkait 
dengan penelitian ini. Adapun pihak – pihak yang nantinya akan 
menjadi informan terkait dengan penelitian ini adalah: 
1) Kepala KUA Kelurahan Gadang, sebagai pejabat PPAIW yaitu  
2) Ta’mir Masjid Al-Ihsan Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun 
Kota Malang 
3) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara 
Wawancara yang akan dilakukan oleh penulis nantinya akan 
dilakukan dengan cara terbuka, dimana pelaksanaan wawancara 
tersebut bukan hanya akan dilakukan sekali dua kali, akan tetapi akan 
                                                            
14 Sugiyono. 2010. Metode Pendidikan Pendekatan Kuantitatif; Kualitatif, dan R&D. 
Bandung. Hal. 3. 
15 Ibid. hal. 317. 
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dilakukan secara berulang – ulang dengan intensitas tinggi.16 Hasil dari 
wawancara ini kemudian oleh penulis tidak dengan begitu saja akan 
diterima tetapi akan dilakukan pengecekan melalui pengamatan. 
b. Observasi 
Metode pengumpulan data dengan cara observasi pada dasarnya 
adalah dengan melakukan pengamatan yang terfokus terhadap kejadian 
suatu hal, dengan ikut berperan serta dalam masyarakat,17 dalam 
penelitian ini observasi yang dilakukan adalah dengan melihat segala 
hal yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa wakaf tanah. Dalam 
hal ini peneliti juga akan menggunakan metode pengumpulan data 
berupa studi dokumen. 
c. Studi Dokumen 
Studi Dokumen yaitu melakukan tambahan pemahaman atau 
informasi terhadap penelitian melalui data data yang bersumber dari 
data tertulis atau data gambar.18 dalam penelitian ini nantinya dokumen 
yang akan dijadikan sumber data adalah data – data terkait 
penyelesaian sengketa wakaf , putusan hakim tentang sengketa wakaf, 
surat – surat yang menyangkut wakaf serta dokumen – dokumen 
lainnya yang masih berhubungan dengan penyelesaian sengketa wakaf 
yang ada di Kantor Urusan Agama Kelurahan Gadang Kota Malang, 
Kemenag Kota Malang, dan Pengadilan Agama Kota Malang. 
                                                            
16 Burhan Bungin. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metode ke Arah 
Ragam Varian Kontempore. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. Hal. 100-101. 
17 Emzir. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data. Jakarta. Rajawali Press. 
Hal. 3. 
18 Sugiyono. Op.cit. Hal. 329. 
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5. Analisis Data 
Setelah melakukan pengumpulan data – data yang diperlukan 
dalam penelitian ini, maka selanjutnya penulis akan menganalisa data – 
data didapat tersebut dengan menggunakan metode diskriptif kualitatif. 
Isaac dan Michael mengatakan yang dimaksud dengan metode deskriptif 
adalah mendiskripsikan situasi atau kawasan secara sistematis, factual, dan 
actual. 19 
 Dimana dalam hal ini penulis akan menggambarkan penyelesaian 
sengketa tanah wakaf yang ada di Masjid Al Ihsan Kelurahan Gadang 
Kecamatan Sukun Kota Malang, dari sini penulis akan mengaitkan dengan 
aturan – aturan hukum yang berlaku, yaitu sesuai dengan Undang – 
Undang Nomor : 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah 
Nomor 42 Tahun 2006 Tentang aturan pelaksanaannya serta peraturan 
lainnya yang masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang – 
undang nomor 41 tahun 2004 dan aturan pelaksanaanya, sehingga dari sini 
akan diperoleh suatu kesimpulan dari penelitian ini secara nyata dan dapat 
dipertanggungjawabkan 
6. Sistematika Penulisan 
Kaitannya untuk mempermudah pemahaman dalam penulisan 
penelitian ini, maka nantinya penulis akan mengelompokkan sistematika 
penulisan penelitian ini menjadi empat bab yang mana dari setiap bab itu 
akan terdiri atas sub-sub bab yang utuh yang akan saling berkaitan antara 
                                                            
19 Dalam Cik Hasan Bisri. 2004. Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam Dan Pranata Sosial. 
Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. Hal. 266. 
16 
 
satu dengan yang lainnya, adapun struktur sistematika penulisan tersebut 
adalah : 
BAB I Pendahuluan 
Bab ini akan menguraikan latar belakang, rumusan masalah dari 
penulisan, tujuan dari dilakukannya penelitian ini, manfaat penelitian, 
metode penulisan serta sistematika penulisan 
BAB II Tinjauan Pustaka 
Dalam bab ini akan menjelaskan mengenai tinjauan wakaf, yang 
terdiri dari pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, asas-asas wakaf 
macam-macam wakaf, unsur-unsur wakaf. Tinjauan tentang beberapa 
masalah mengenai penyelesaian sengketa wakaf tanah juga termasuk 
sebab – sebab terjadinya sengketa wakaf. Tinjauan umum penyelesaian 
sengketa wakaf tanah litigasi dan penyelesaian sengketa wakaf tanah non 
litigasi. Tinjauan tentang tata cara penyelesaian sengketa wakaf benda 
tidak bergerak berupa tanah. Hukum imperatif dan  hukum fakultatif. 
Sumber – sumber hukum. Teori maqashid al-syariah. Serta kaidah ushul 
fiqh tentang niat dan kaidah fiqh tentang amr 
BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan  
Bab ini berisikan tentang gambaran lokasi penelitian yang 
meliputi, letak geografis, kedudukan, tugas, sejarah perwakafan, badan 
dan struktur kepengurusan Masjid Al-Ihsan Kelurahan Gadang Kecamatan 
Sukun, Kota Malang. Kemudian juga dijelaskan mengenai struktur 
kepengurusan ta’mir masjid Al-Ihsan Kelurahan Gadang Kecamatan 
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Sukun Kota Malang dan analisa sebab sebab terjadinya  sengketa wakaf 
Masjid Al-Ihsan Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang 
kepada Pengadilan Tata Usaha Negara 
Dalam bab ini diharapkan permasalahan terselesaikan dan terjawab 
secara sistematis dan teoritis 
BAB IV Penutup 
Bab ini adalah bab paling akhir dari penulisan penelitian ini, 
dimana dalam bab ini mencakup kesimpulan dan saran dari penulis 
berdasarkan analisa yang ada terkait permasalahan penyelesaian sengketa 
wakaf tanah Masjid Al Ihsan Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun Kota 
Malang kepada Pengadilan Agama Kota Malang, faktor-faktor sengketa 
wakaf tanah, penyelesaian sengketa tanah yang ditempuh (litigasi dan non 
litigasi), dan status tanah yang dipersengketakan. 
 
